
REKAP 1A: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2023

KODE PRIORITAS NASIONAL ALOKASI 2023 (RIBU)

02 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 1.510.733.559,0

03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 175.213.211,0

Total 1.685.946.770,0

KODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L
TARGET

2023
ALOKASI 2023

(RIBU)

01 Berkembangnya status pembangunan desa 201.726.631,0

01.01 Jumlah desa mandiri 5444

01.02 Jumlah desa berkembang 58.291

01.03 Jumlah desa tertinggal 11.652

02 Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan 2.365.881,0

02.01 Nilai rata-rata indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 57,2

02.02 Nilai rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian 55,5

03 Menurunnya angka kemiskinan di perdesaan 0,0

03.02 Persentase kemiskinan di perdesaan 10,80

04 Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 85.302.662,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

:2. VISI Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,
Berlandaskan Gotong-Royong

:3. MISI 1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan
3. Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal
4. Menyelenggarakan transmigrasi
5. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan
7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik

4. PRIORITAS NASIONAL

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L



KODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L
TARGET

2023
ALOKASI 2023

(RIBU)

04.01 Jumlah BUM Desa berkembang 9.000

04.02 Jumlah BUM Desa maju 1.450

05 Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) 0,0

05.01 Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) berkembang 270

05.02 Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) maju 175

06 Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi 181.874.204,0

06.01 Persentase kenaikan investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2

07 Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi 170.647.745,0

07.01 Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi 55,31

07.02 Rata-rata nilai indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi 44,08

08 Berkurangnya jumlah daerah tertinggal 7.399.002,0

08.01 Jumlah kabupaten yang termasuk daerah tertinggal N/A

09 Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal 7.497.825,0

09.01 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 24,26

10 Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal 16.316.114,0

10.01 Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal 61,50

11 Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi 1.757.723.459,0

11.01 Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 85

11.02 Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan 90

12 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi 481.900.580,0

12.01 Indeks kesehatan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 100

12.02 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, PDTT 100

12.03 Indeks Penerapan Sistem Merit Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 0,80

12.04 Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 4

13 Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif 172.166.808,0

13.01 Nilai SAKIP Kementerian Desa, PDTT 78

13.02 Opini BPK RI atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi WTP

13.03 Nilai Integritas Organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 80

13.04 Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 3

14 Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing
pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi

89.616.348,0



KODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L
TARGET

2023
ALOKASI 2023

(RIBU)

14.01 Persentase dokumen pengembangan kebijakan dan perencanaan induk yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan 90

14.02 Persentase layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi 90

Total 3.174.537.259,0

KODE PROGRAM

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023
PRAKIRAAN KEBUTUHAN

(RIBU)

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL 2024 2025 2026

067.CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan
Transmigrasi

1.565.373.415,0 0,0 0,0 173.393.320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.738.766.735,0 0,0 0,0 0,0

067.WA Program Dukungan Manajemen 125.405.659,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125.405.659,0 0,0 0,0 0,0

Total 1.690.779.074,0 0,0 0,0 173.393.320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.864.172.394,0 0,0 0,0 0,0

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

Jakarta, 13 Februari 2024
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Prof. Dr. Luth�yah Nurlaela, M.Pd
NIP. 19661018 199203 2 003


